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TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH IGBUPATEN / KOTA
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KAI}UPATEN/ KOTA TENTANG RE-TRIBUSI DAERAH
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Meninbang : a.

b.

Mengingat : 1.

d.

bahwa untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/
Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, perlu
dilakukan pengawasan melalui pelaksanaan evaluasi
Rancangan Peratrrran Daerah Kabupaten/ Kota oleh
Gubernur;
bahwa pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang Pajak Daerah
dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang
Retribusi Daerah;

bahwa untuk terwujudnya pengawasan melalui pelaksanaan
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupatenl Kota
tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah
Kahrrpaten/ Kota terrtasrg Retribrrsi Daeral:r., perhr diatur
dengan Peraturan Gubernur;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
da,lam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mcneLapkan
Peraturan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten / Kota tentang Pajak Daerah dan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang
Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Urrdang Notnor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2O74 tentang Pemeintahan Daerah
(l".embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e\; Q

J.



4. Peraturan ivlenteri Dalam Negeri Nonor 80 Tahul 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O18 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Derlerm iiegeri Nomor 105 Tahun 20i6
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2080);

MEMUTUSI(AN:

Uenetapkan : PERATURAII GT BERNUR TEI{TAI|G EITALUASI RAI|CAITGAN
PTRA,rURAII DAERAIT KABIIPATTN / Ii TA TEIITAIIG PAJAIK
DAERAII DAIT RAITCANGAIY PERATT'RAN I'A.ERAII
KABI'PATEIY/KOTA TENTAITG RBTRIBUSI DAERAII.

BAB I
KETEI{TUAIT TIMTIM

Bagian Kesatu
Batasan Peagertian atau Deflnisi

Pasal I

Dalam Fcraturzur Gubernur ini yang dimaksud <iengan:
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
4. KepaJa Biro Hukum addah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daetah Provinsi

Nusa Tenggara Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi

Ilusa Tenggara Tirnur.
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaien/ Kota se Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

6.
7.

8. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota adalah
Kabupaten / Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan
Daerah yang diatur sesuai undang-Undang di bidang Pemerintahan Daeratt

dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk menguji kesesuaiannya

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan
umum.

1O. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribacii atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmrrran rabat.

1 l. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikar oleh

Pemeriniahan Daerah untuk kepentingarl orailg pribadi atau badatl.

12. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang
menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat,
terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman
dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan f atau diskriminasi terhadap sttktt, agama dan
kepercayaan, ras, antar golongan dan gender. p

Peraturan Daerah



13. Naskah Akadcrrrik atialalr rraskaii hasil penelitialr atau llcrlgkajian ltukrrnr
dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pr-rnyataarr. masalah tersebut
dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan
dan kebutuhan hukum masyarakat.

14. Nomor Register adalah pemberian nomor <-rich Gubernur kepada
Bupati/Walikota dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk
mengetahui jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan
Pemerintah Kabupaten/ Kota sebelum dilakukannya penetapan dan
pengundangan.

15. Konsultasi adalah tindakan s€cara ataupun tidak langsung yang
dilakukan oleh Pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat atas
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pqjak Daerah dan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah-

16. Hari adalah hari keda.

Bagian Kedua
Makcud dan TuJuan

Pasal2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagt
Pernerintah Pt'ovinsi datr Petnerintah Kabupaten/ Kota dalam pelaksaiiaall
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang Pajak Daerah
dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang Retribusi Daerah.

Pasal 3

f.rijual ,liteiapkannya Pei'aturan Gubernur' ini agar Rancangan Pei'aiuran Daerah

Ka-bupaten / Kota tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten/ Kota tentang Retribusi Daerah yang dievaluasi oleh Gubernur setelah

berkonsultasi terlebih dahulu dengan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan
umum.

BAD II
EVALUASI

Baglan Kesatu
Umum

Pasal 4

Gubernur melaiui Biro Hukum melakukal evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/ Kota tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten/ Kota tentang Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasd 5

Rancangan Feraturan Daerah Kabupaten 7'Kota tentang Pajak Daerah dan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang Retribusi Daerah yang

telah disetqjui bersama antara Bupati/walikota dan DPRD, sebelum

ditetapkan oleh eupati / walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan
kepad-a Gubernur melalui Biro Hukum untuk dilakukan evaluasi'
penyampaian Rancangan Peratrrran Daerah Kabupaten/ Kota tentang Pajak
Daeiah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat
permohonan evaluasi dari Bupati/waliko'.a yang dilengkapi dengan dokumen
pendukung. 4jy

(1)

1.2\



{s) Dokurnen pendukung sebagairrrana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang Pajak Daerah dan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang Retribusi Daerah
rangkap 6 (enam);

b. Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah;
c. Keputusan DPRD tentang Pers,etujuan DPRD dan Berita Acara pers'etujuan

bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD;
d. Naskah Akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang

perubahan dan pencabutan Peratu!'an Daerah;
e. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah perubahan dilengkapi dengan

Peraturan Daerah sebelumnya; dan
f. Arsip Data Kompuier dalam format ieks (soficopy dzrlam format teks

microsofi uordl.
Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
disampaikan secara lengkap, Gubernur melalui Biro Hukum mengembalikan
surat permohonan dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Bupad/Walikota untuk dilengkapi.

Btgran Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 6

Dalam rangka pelaksa,traan evaluasi, Gubernur mernbentuk tirn cvaluasi yang
keanggotaannya terdiri dari unsur Biro Hukum dan perangkat daerah terkait
lingkup Pemerintah Provinsi.
Tim dvaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas :

a. menjadwalkan pelaksanaan rapat evaluasi;
b. melaksanakan raPat evaluasi;
c. menJrus\rn konsep hasil evaluasi; dan
d. mettgo.r"uttasikan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Keterlibatan unsur perangkat daerah dalam tim el'aluasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, berasal dari aparatur sipil negara yang

berkompeten.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf b, Gubernur mengundang Bupati/W-alikota dan DPRD'

b.Uir, -".tg.rndang Bupati/Walikota dan DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat ( l), Gubernur dapat mengundang:
a. tenaga ahli sesuai kebutuhan; dan/ atau
b. tenaga perancang peraturan perundang-undangan'

Pas&l 9

Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang
pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang

Re"tribusi Daerah dilakukan untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan
peraturan perundang-u ndangan yang lebih ttnqgl dan kepenttngan umum'

bvaluasi slbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2

(dua) hari terliitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Da93h beserta

dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat [3)

dinyatakan lengkaP.4!

(4)

(l)

tal

(i)

(21

(1)

(21

(1)

(21



(1)

(2)

(3)

Baglan Keenpat
Hasil

Pasal 1O

Hasil evaluasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
disampaikan kepacia Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah untuk dikonsultasikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan
rekomendasi Gubernur untuk menetapkan Keputusan Gubernur tentang
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang Pajak Daerah
dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah.
Hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada
Bupafi/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Rancangan
Peraturan Daerah diterima Gubernur.

Paeal 11

Dalam hal Keputusan Gubernur tentang evaluasi Rancangan peraturan
Daerah Kabupaten/ Kota tentang Pajak Daerah dan Rancangan peraturan
Daerah Kabupaten / Kota tentang Retribusi Daerah menyatakaa telah sesuai
dengan ketentuan p€raturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan
kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor register.
Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan diundangkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan peraturan
Daerah KabupatenT'Kota terltaiig Pajak Daei ah darr Rancangan peratur an
Daerah Kabupaten/ Kota tentang Retribusi Daerah menyatakan tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan
kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan
penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi
diterima.

BAB III
I|OMOR REGISTER

Pasal 12

tsupati/Walikota menqajukan permohonan Nomor Register dengtrn
melampirkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada Gubernur melalui
Kepala Biro Hukum.
Gubemur melalui Kepala Biro Hukum memberikan Nomor Register
sebagaimana dimaksud pada ayat (1!, paling lama T (tujuh) hari sejak
Rancangan Peraturan Daerah diterima.
Dalam hal Bupati/Walikota dan DPRD tidak melakukan penyempurnaan
Rancangan ,Deraturan Daerah sesuar Keputusan Gubernur tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat
(3), Gubernur melalui Kepala Biro Hukum tidak memberikan Nomor Register
disertai dertgan alasannya.

(1)

(21

(3)

t rJ

(21

(3)

(4) Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan Nomor Register,
belum dapat ditetapkan ole-h Bupati/Walikota dan belum dapat diundangkan
dalam kmbaran Daerah.!



(1)

BAB TV
PENETAPAN DAN PEITGUI| DANGAN

Fasd 13

Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register
sebagaimana ciimaksud cialam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan oleh
Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetqjui bersama antara
Bupati/Walikota dan DPRD.
Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (f), harus diundangkan dalam l,embaran
Daerah.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Rancangan Peraturan
Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati/Walikota, Rancangan
Peraturan Daerah tersebut sah rnenjadi Peraturan Daerah dan harus
diundangkan dalarn i,ernbararr Daerah.
Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paiing la:rna 7 (tu:uh) hari disampaikan kepada Gubernur
melalui Kepala Biro Hukum dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Bupati/Watikota yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BABV
PEMANTAUAN DAN PEI"AFORAI{

Pasal 14

Gubernur melalui Kepala Biro Hukum melakukan pemantauan terhadap
kesesuaian antara PeralJran Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan
dengan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dievaluasi dan diberikan
Nomor Register.
Apabila dalam hasii pemantauan scbagaimana dimtrksud pada ayat (1)'
terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan
diundangkan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dievaluasi dan
diberikan Nomor Register, Gubernur melalui Kepala Biro Hukum
memberitahukan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan penyesuaian
Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 15

Gubernur menyampaikan laporaur R:rncangan Pcraturan Dacrah Kabupatcn/ Kola
yang telah mendapatkan Nomor Register kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Xementerian Daiarn Negeri sel-iap 3 itiga) bulan sckali.

BAB VI
PEIIBIAYAAT5

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
tentang Retribusi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belania
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber pembiayaan lain yang sah dan
t:dakmen$kat.4y'

(21

(3)

(4)

(s)

(l)

\zl



BAB VII
XETEI|TUAN PEITUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 $ovAb€r 2019 t

LcuepnNun NUSA TENGGARA TIMU+v \n\t/UT
TVIKTOR BUNGTILU LIUSKODAT

.r
Diundangkan di Kupang
pada tanggal e8 rr-rvcnber 2OI9

SEKRETARIS DAERAH

42PRovrNSI

fron
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR IOD

POLO MAING


